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ABSTRACT 

 
Bali is a province located between Java and the Nusa Tenggara Islands. Since its inception in 
1958, the Province of Bali has used Law Number 64 of 1958 concerning the Establishment of Level 
I Regions in Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara as the basis and legal umbrella 
for the Province. Currently, problems arise because it is no longer relevant to use this law which 
is parallel to West Nusa Tenggara and Nusa Tenggara. East Southeast which causes the Bali 
Province movement to not be agile in developing local wisdom in Bali and Bali feels unfair because 
it does not receive Profit Sharing Funds from the APBN allocation, namely Natural Resources 
Profit Sharing Funds. This is because Bali Province does not have natural resources that can be 
processed. Due to this problem, the Central Government replaced Law Number 64 of 1958 
concerning the Establishment of Level I Regions in Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa 
Tenggara into Law Number 15 of 2023 concerning the Province of Bali. In Law Number 15 of 
2023 concerning the Province of Bali, local wisdom in Bali is highly valued by the Central 
Government and will be assisted in strengthening and advancing this local wisdom such as culture, 
traditional villages and subak. The type of method used is a normative legal research method using 
primary legal materials consisting of Law Number 64 of 1958 concerning the Establishment of 
Level I Regions in Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara, Law Number 15 of 2023 
concerning Provinces Bali, Bali Province Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning 
Traditional Villages in Bali and Bali Province Regional Regulation Number 9 of 2009 concerning 
Subak as well as other regulations related to this research. The results of this research are the 
form and role of the Central Government to assist Bali Province in terms of funding local wisdom, 
namely culture, traditional villages and subak. That with the role of the Central Government in 
strengthening the advancement of culture, traditional villages and Subak, local wisdom in Bali 
will always exist and continue to develop even though developments in the times are occurring 
very quickly. 
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ABSTRAK 
 
Bali merupakan sebuah provinsi yang terletak di antara Pulau Jawa dan Kepulauan Nusa 
Tenggara. Sejak berdirinya pada tahun 1958, Provinsi Bali telah menggunakan Undang-Undang 
Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan 
Nusa Tenggara Timur sebagai dasar dan payung hukum Provinsi tersebut. Saat ini permasalahan 
muncul karena sudah tidak relevan lagi menggunakan undang-undang yang sejajar dengan Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara itu. Timur Tenggara yang menyebabkan pergerakan Provinsi 
Bali tidak tangkas dalam mengembangkan kearifan lokal di Bali dan Bali terasa tidak adil karena 
tidak menerima Dana Bagi Hasil dari alokasi APBN yaitu Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. 
Pasalnya, Provinsi Bali tidak memiliki sumber daya alam yang bisa diolah. Atas permasalahan 
tersebut, Pemerintah Pusat mengganti Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur menjadi 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Dalam Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, kearifan lokal yang ada di Bali sangat dihargai oleh 
Pemerintah Pusat dan akan dibantu untuk memperkuat dan memajukan kearifan lokal tersebut 
seperti budaya, desa adat dan subak. Jenis metode yang digunakan adalah metode penelitian 
hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-undang 
Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Bali 
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali dan Peraturan 
Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Subak serta peraturan lain yang berkaitan 
dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk dan peran Pemerintah Pusat dalam 
membantu Provinsi Bali dalam hal pendanaan kearifan lokal yaitu budaya, desa adat dan subak. 
Bahwa dengan peran Pemerintah Pusat dalam penguatan pemajuan kebudayaan, desa adat dan 
Subak, maka kearifan lokal di Bali akan selalu ada dan terus berkembang walaupun 
perkembangan zaman terjadi dengan sangat pesat.  
 
Kata Kunci: bali, budaya, desa adat, subak 
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